
KEMENTERlAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORA'T JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 

KEPUTUSAN DIIIEKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 

NOhlOR KEP- 5 1 /PU/2010 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN 
TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN 
RATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG 

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih nieningkatkan efektivitas dan memberikan 
kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang 
Negara secara langsung, niaka dipandang perlu untuk 
memisahkm dan memperjelas kewenangan antara 
PejabatIPegawai yang melaksanakan transaksi dengan Pejabat 
yang memberikan persetujuan batasan nilai transaksi dalam 
rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara 
langsung; 

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 
KEP-100/ PU/ 2009 tentang Penunjukan Pejaba t Yang Berwenang 
Untuk Melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung 
belum mengakomodir periunjukari Pejabat/Pegawai sebagaimana 
dimaksud dalani huruf a, sehingga perlu dilakukan pengaturan 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalani 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai 
Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi Dan Pejabat Yang 
Berwenarig Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi 
Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara 
Langsung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4236); 

2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006; 



3. Pcraluran Mcnlc.ri I(eu,~ng,~~i  Nomor 1711/1'h/IK.l)8/2008 tcmlcllii; 
Tr,l~is~~ksi Suss t U l ,~~ ig  N ~ g c i ~ c ~  Secara l,,~ngsung sebagaimc~na lelciIi 
diubah dengan Pcralur,~n Menleri Kcuangan Nomor 
92/ PMK.08/20 10; 

4. Kepu tusan Direklur Jcncier,il Pellgelolaan Utang Nomor 
KEP-99/PU/2009 tentang Pcucntuan Bcsaran Penurunan 1-Iarga 
Dan Perbcdaan Kuot'lsi Hclrgci Surat Utang Negara Serta Kritc>ric1 
Surat Ulang Negara Yclng Kurc~ng Likuid Dalam Rangka 
Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung; 

5. Keputusan Direktur Jendcral Pengclolaan Utang Nomor 
KEP-47/PU/2010 tentang Pcmbentukan Koniite Risiko 
Pengelolaail Utang; 

Memperhatikan : Pcrsctujuan Direklur Je~lderal Pcngelolaan Utailg Atas Nota Dinas 
Dircktur Strategi dan Portofolio Utang Nomor: ND-456/PU.5/2010, 
tanggal 24 November 2010, pcrihal Berita Acara Hasil Rapat Komite 
Risiko Pengelolaan Utang; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCELOLAAN UTANG 
TBNTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG 
BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT 
YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN 
NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN 
TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG. 

PERTAMA : Menunjuk para Pejabat/Pegawai yang namailya tertera dalam 
Lampiran I Keputusan Dircktur Jendcral Pengelolaan Utang ini 
sebagai Pejabat/Pegawai yang berwenang melaksanakan transaksi 
Surat Utang Negara secara langsung, yang selanjutnya disebut 
scbagai Dealer DJPU. 

KEDUA : Menunjuk para Pcjabat yang namanya tertera dalam Lampiran 11 
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini sebagai Pejabat 
yang berwenang untuk nlcmberikan persetujuan batasan nilai 
transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara 
secara langsung. 

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA dan KEDUA, Pejabat yang ditunjuk wajib 
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
yang berlaku. 



K I< 1+1 P A'I' : Transaksi dilaksanaki~n ole11 Dealer DJPU 11nr~1s terlebih 
dahulu nic.ndapat pcrsctujuan batasan nilai transaksi dari Pejabat 
sebagaimana dimaksud cialam Diktum KEDUA. 

KELIMA : Dalani hnl pi.rsetujuan batasan nil'li trdnsaksi tclah diherikclli ole11 
Pejabat sebagaimana tercc~ntuni pada Nomor 2 T,c~ii~piraii 11 
Kep~tus~lii  Direktur Jeiitieral Peiigelolaan Utang ini daii diperlukan 
tanibalian jumlah batasan nilai tralisaksi sehingga totdl nllai 
lransaksi per liari nielebihi jundali batasan nihi trdnsaksi 
kewenangan Pejabat Nomor 2 dimaksud, maka pcrsetujuan atas 
tambahan jumlah batasan nilai transaksi tcrscbut diberikan oleh 
Pejabat sebagaimaiia tercantum pada Nomor 1 Lampiran I1 
Keputusan Direktur Jcnderal Peiigelolaan U tang ini. 

KEENAM : Dalam ha1 Pejabat sebagainiana dimaksud dalam Diktum KEDUA 
berhalangan, maka kewenangan memberikan persetujuan batasan 
nilai transaksi dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang 
Negara secara langsung dilaksanakan oleh atasan langsung Pejabat 
yang bcrsangkutan atau deiigan surat kuasa khusus kepada Pcjabnt 
yang ditunjuk. 

KETUJUH : Hasil transaksi yang dilaksanakan Dealer DJPU dituangkan dalam 
formulir tertt~lis bcrupa rlcwl ticket dan disampaikan kepada Pejabat 
yang memberikan persetujuan batasan nilai transaksi sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA atau Diktum KELIMA atau 
Diktum KEENAM untuk mendapat pcrsetujuan. 

KEDELAPAN : Pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung 
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. 

KESEMBILAN : Segala Biaya Operasional yang timbul dalam pelaksanaan transaksi 
Surat Utang Negara secara langsung dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Utang. 

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utailg ini 
berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 
KEP-100/PU/2009 teiitaiig Penunjukan Pejabat Yaiig Berwenaiig 
Untuk Melakukan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 



Salinan Keputus,~n DirctAtur Jc~nclVrill Pcngelolaan Utang ini cliscimpcl~hc~n 
kepada : 
1. Mcnteri Keuangan; 
2. Sekrctaris Jencier'll, Kemcnterian Keuangan; 
3. lnsyektur Jenderal, Kcmenterian Keuangan; 
4. Sekretaris Di~ektor~j t  Jendcral dan  para Direkh~r c i i  lingkungan 

Direktorat Jenderal l'engelolaan Utang; 
5. Yang bcrsangku tan untuk dilaksanakan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 D e s e m b e r  2010 

DIREKTUR JENDERAL PENCELOLAAN UTANG, $f 

RAHMAT WALUY A N T 0  
NIP195610031985101001 



LAMPIRAN I1  
K[:PUTUSAN DLREKTUR JENDERAL PENGEI,OLI\AN 
U'I'ANG NOhlOlZ KEP- 51 /PU/20lO TENrANG 
PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG 
BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN 
PEJABAT YANG BERWENANG MEhlRERIKAN 
PERSE'T'UIUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM 
RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT 
UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG 

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN 
BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI 

SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG 

NO. 1 

Bhimantara Widyajala 
NIP 196703291 987031 002 

JABATAN 

Loto Srinaita Ginting 
NIP 196705071993102001 

NILAI TRANSAKSI 

Plt. Direktur Surat Utang 
Negara 

Nilai transaksi per hari lebih 
dari Rp100.000.000.000,00 
(sera tus rniliar rupiah) 
sampai dengan 
Rp500.000.000.000,00 
(lima ratus miliar rupiah) 

Kepala Subdircktorat 
Pengelolaan Portofolio 
Surat Utang Negara, 
Direktorat Surat Utang 
Negara 

Nilai transaksi per hari 
sampai dengan 
Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah) 

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, P 

RAHMAT WALUYANTO 
NIP 195610031985101001 



LAMPIRAN 1 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDER.4L PENGELOLLAL4N 
UTANG NOhlOl< KEP- 5 1 /PlJ/2010 TEN TANG 
I'ENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG 
RERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN 
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN 
PERSETLIJUAN BA'TASAN NZLAI TRANSAKSI DA12Ahl 
RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG 
NEGARA SECARA LANGSUNG 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI 
SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG (DEALER DJPU) 

Agung Galih Satwiko 
NIP 197601 231996031001 

NO. 1 NAMA/NlP 

- 

Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Obligasi 
Negara pada Subdirek torat Pengelolaai~ 
Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat 
Surat Utang Negara 

JABATAN 

Ridwan Nasution 
NIP197609211999031001 

Kcpala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat 
Pcrbei~daharaan Negara dan Derivatif pada 
Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat 
Utai~g Negara, Direktorat Surat Utang Negara 

Kepala Seksi Infrastruktur Perdagangan pada 
Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat 
Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara 

3. 

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG, P 

Putut Widiandono 
NIP 197606092002121001 

RAHMAT WALUYANTO 
NIP195610031985101001 


